
BAB I    

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang memiliki Masyarakat yang majemuk, isu status 

hukum anak sering kali menjadi perhatian, terutama ketika berkaitan dengan anak yang lahir 

di luar pernikahan yang sah. Anak di luar kawin, dalam perspektif hukum Indonesia, 

merupakan anak yang lahir dari hubungan antara seorang pria dan wanita yang tidak terikat 

dalam perkawinan yang sah menurut undang-undang. Kedudukan mereka dalam sistem hukum 

kerap menjadi perdebatan, terutama terkait hubungan perdata dengan ayah biologis dan hak-

haknya atas warisan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, masalah hukum keluarga, termasuk kedudukan anak di luar kawin, diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang merupakan peninggalan hukum 

kolonial Belanda.  

Berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata, anak di luar kawin dapat diakui oleh orang tuanya 

melalui pernyataan resmi. Pengakuan tersebut memberikan anak hubungan hukum dengan 

orang tua yang mengakuinya, termasuk hak untuk menerima warisan.1 Namun, tanpa 

pengakuan, anak di luar kawin tidak memiliki hak hukum terhadap ayah biologisnya.2 

Pengakuan terhadap seorang anak di luar perkawinan akan menimbulkan hubungan hukum 

antara anak tersebut dengan orang tua yang mengakui.3 Hal ini sejalan dengan temuan dari 

Rosyid, yang menyatakan bahwa anak di luar perkawinan memiliki hak waris sesuai dengan 

ketentuan KUHPerdata.4 
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Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan sebagai hukum nasional yang mengatur segala hal terkait perkawinan 

dan kedudukan hukum keluarga. Dalam Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, disebutkan bahwa: 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan 

ibunya dan keluarga ibunya.”  

Ketentuan ini menegaskan bahwa anak di luar kawin tidak memiliki hubungan hukum 

dengan ayah biologisnya. 5 Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kejelasan hukum, namun 

dinilai kurang adil bagi anak yang memiliki hubungan biologis dengan ayah mereka tetapi tidak 

diakui secara hukum.6  

Ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan menuai kritik, terutama dari perspektif hak 

asasi manusia dan prinsip keadilan. Banyak yang menilai bahwa ketentuan tersebut 

mengabaikan hak anak di luar kawin atas pengakuan dan hubungan hukum dengan ayah 

biologisnya7. Kritik ini juga muncul seiring dengan perkembangan teknologi, seperti tes DNA, 

yang memungkinkan pembuktian hubungan biologis antara anak dan ayah.8 

Pada tahun 2010, Mahkamah Konstitusi menerima permohonan pengujian 

konstitusional terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Dalam perkara tersebut, pemohon 

mendalilkan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak anak 

yang diatur dalam UUD 1945. Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 46/PUU-

VIII/2010 memutuskan bahwa: 

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan 

keluarga ibunya, serta dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu 

pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum.” 
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Putusan ini memberikan hak perdata kepada anak di luar kawin untuk memiliki 

hubungan hukum dengan ayah biologisnya, termasuk hak atas nafkah dan warisan, jika 

hubungan biologis dapat dibuktikan.9  

Putusan Mahkamah Konstitusi membawa dampak yang signifikan terhadap kedudukan 

hukum anak di luar kawin.10 Anak di luar kawin tidak lagi hanya bergantung pada pengakuan 

ayah, tetapi dapat membuktikan hubungan biologis melalui teknologi seperti tes DNA. 11 Selain 

itu, anak di luar kawin juga memperoleh hak atas bagian warisan ayah biologisnya, meskipun 

masih harus melalui proses pembuktian. 

Namun, dalam praktik peradilan agama, implementasi putusan MK tersebut masih 

menimbulkan berbagai interpretasi dan perbedaan putusan, seperti yang tercermin dalam 

Putusan PA Bontang No. 48/Pdt.P/2024/PA.Botg, dan Putusan PA Singaraja No. 

181/Pdt.P/2024/PN.Sgr, Kedua putusan tersebut menunjukkan perbedaan dalam 

menafsirkan kekuatan akta wasiat dan kedudukan anak di luar kawin dalam menerima 

warisan. Perbedaan pandangan antara hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat sering 

kali menjadi hambatan dalam pelaksanaan hak-hak anak di luar kawin. Selain itu, stigma 

sosial terhadap anak di luar kawin tetap menjadi tantangan besar yang memerlukan perhatian 

lebih. 12 

  Sementara Kekuatan Akta Wasiat dalam Hukum Indonesia Menurut Pasal 875 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), wasiat atau testamen adalah akta yang berisi 
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pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal, yang 

dapat dicabut kembali olehnya.13 Wasiat dapat dibuat oleh setiap orang yang telah dewasa dan 

cakap hukum, dengan syarat-syarat formal tertentu untuk memastikan keabsahannya.14 Dalam 

konteks ini, penting untuk memahami bahwa sistem hukum yang dianut dalam KUHPerdata 

berakar pada tradisi hukum Romawi 15, yang memberikan batasan terhadap pembagian harta 

warisan melalui legitieme portie, guna melindungi hak-hak ahli waris.16 Prof. Ali Afandi, S.H., 

menekankan bahwa pembatasan ini bertujuan untuk mencegah pewaris dari kecenderungan 

untuk menguntungkan pihak tertentu di luar ahli waris yang sah. 17 Sebuah studi dalam Jurnal 

Sapientia et Virtus menunjukkan bahwa wasiat yang melanggar ketentuan legitieme portie 

dapat dituntut dan ditegakkan berdasarkan ketentuan Pasal 913 juncto Pasal 914 juncto Pasal 

920 KUHPerdata.18 Ini menunjukkan bahwa meskipun pewaris memiliki kebebasan dalam 

menentukan pembagian hartanya melalui wasiat, terdapat batasan hukum yang harus dihormati 

untuk melindungi hak-hak ahli waris yang sah.  
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